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Denny Indrayana

Thalatie Yani

ATUAN Tugas (Satgas) Pembe-

rantasan Mafia Hukum berada di

ambang kehancuran karena di-

lilit persoalan. Persoalan utama
adalah ketidakharmonisan.

Ketidakharmonisan itu, menurut in-
formasi yang dihimpun Media Indonesia
di Jakarta, kemarin, menyangkut relasi
antaranggota serta antara satgas dan
kepolisian. Itulah sebabnya, menurut
sumber, Inspektur Jenderal Herman
Effendy mengundurkan diri dari keang-
gotaannya di satgas.

Surat pengunduran diri Herman
diserahkan kepada Kuntoro Mang-
kusubroto, ketua satgas, kemarin pagi
di Kantor Unit Kerja Presiden untuk
Pengawasan dan Pengendalian Pemba-
ngunan (UKP4). Akan tetapi, Kuntoro
yang merangkap ketua UKP4 itu tidak
bersedia memberikan tanggapan dengan
alasan belum menerima surat tersebut.
“Saya belum bisa kasih komentar,” elak
Kuntoro.

Herman memilih mundur karena ber-
seberangan dengan Denny Indrayana,
sekretaris satgas merangkap Staf Khusus
Presiden Bidang Hukum.

Pengunduran diri itu sebagai bentuk
protes atas sikap Denny yang menyebut
sebuah nama sebagai mafia hukum.
Padahal, tidak ada kesepakatan satgas
untuk menyebut nama tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Edward
Aritonang mengakui adanya perbedaan
pendapat antara Herman dan Denny.
“Masalahnya sudah diselesaikan se-
cara internal oleh Pak Kuntoro,”

Pengaduan Masyarakat

Terkait dengan Mafia

Jenis Pengaduan

[ Lahan 272
O KKN 192
[l Penipuan dan penggelapan 141
[l Pemalsuan 67
[] Penyalahgunaan wewenang 64

B Lain-lain 400

Jumlah 1.136

Lembaga yang diadukan

Lokasi Sengketa

Tindak Lanjut dan Tanggapan

O Pengadilan (PN, PT, MA) 354
[l Kepolisian 370
[l Kejaksaan Agung 206
[l Pemda, DPRD 86
L1 BPN 55
Il Lain-lain 187

Jumlah 1.258

MI/ USMAN I'I
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Herman Effendy

Kurang harmonis

Kehadiran Satgas Pemberantasan Mafia
Hukum yang dibentuk dengan keputusan
presiden (keppres) pada 30 Desember 2009,
banyak menuai kritik. Publik sedari awal
curiga satgas tak lebih dari kosmetik untuk
memoles wajah buruk hukum negeri ini.

Dalam perjalanannya, satgas lebih
piawai jual tampang di panggung pembe-
ritaan media massa daripada memberantas
mafia hukum. Akibatnya, tekad satgas me-
nebas gurita mafia hukum sebatas wacana.
Lebih ironis lagi, satgas tergoda kekuasaan
dengan mengambil alih kewenangan pene-
gak hukum. Godaan itu merenggangkan
hubungan satgas dengan kepolisian.

Hubungan satgas dengan kepolisian
yang kurang harmonis itu diakui Kastorius
Sinaga, penasihat Kapolri. Bahkan, kata
dia, terkesan ada upaya satgas yang secara
sistematis melemahkan atau mereduksi
bahwa seolah kerja aparat penegak hukum
tidak ada apa-apanya.

Setidaknya ada dua kasus yang memicu
hubungan Polri dan satgas kurang har-
monis. Pertama, kasus Gayus Tambunan.
Pada saat itu satgas bertemu sembunyi-
sembunyi dengan Gayus hingga yang ber-
sangkutan melarikan diri lalu kembali lagi,
seolah yang menangkap adalah satgas.

Kedua, kasus rekening yang menjadi
temuan PPATK seolah-olah tidak ditindak-
lanjuti kepolisian. Padahal, sudah banyak
yang ditindaklanjuti hanya saja terbentur
undang-undang untuk memublikasikan-
nya. (San/X-3)

thalatie@mediaindonesia.com

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui
e-mail: interupsi@mediaindonesia.com

Aritonang.

ujar Agung

Yudisial Agung dan HAM

Sumber: Laporan Triwulan Il Satgas Pemberantasan Mafia Hukum/GRAFIS: TIYOK
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Dua Fraksi Walk Out, Darmin Lolos

SETELAH melalui pernyataan kri-
tis, Rapat Paripurna DPR, kemarin,
akhirnya menyetujui Darmin Na-
sution ditetapkan sebagai Guber-
nur Bank Indonesia. Dari 9 fraksi di
DPR, 7 fraksi menyetujui Darmin,
sedangkan 2 lainnya walk out.

Dua fraksi yang meninggalkan
ruang sidang adalah F-PDIP dan
Hanura. Alasan kedua fraksi itu
pun berbeda. Hanura jelas-jelas
menolak keputusan Komisi XI
DPR yang menyetujui Darmin
sebagai Gubernur Bl, sedangkan
F-PDIP mendesak DPR melakukan
voting tertutup untuk menentukan
sikap mengenai Darmin, tetapi
ditolak.

Tujuh fraksi yang menyetujui
penetapan Darmin menjadi Gu-
bernur BI adalah Fraksi Partai
Demokrat, Golkar, PKS, PAN,
PPP, PKB, dan Gerindra. Enam
fraksi, kecuali Gerindra, adalah
partai-partai yang tergabung da-
lam Sekretariat Bersama (Sekber)
Koalisi Parpol Pendukung SBY-
Boediono.

Rapat paripurna berlangsung
alot hingga harus diskors sebelum
pengambilan keputusan. Seluruh
proses rapat paripurna itu diikuti
Darmin. Fraksi Golkar yang pada
sesi pertama sangat kritis, bahkan
menolak Darmin, akhirnya men-
dukung mantan Dirjen Pajak itu.
Anggota F-PG Bambang Soesatyo
keberatan jika Rapat Paripurna
DPR meloloskan Darmin untuk
memimpin bank sentral.

Penolakan tersebut disebabkan
nama Darmin masuk rekomendasi
Pansus Angket Bank Century dan
menjadi salah satu pejabat yang
dinilai bertanggung jawab atas
pengucuran dana talangan sebesar
Rp6,7 triliun ke Bank Century.

Sekjen Golkar Idrus Marham
menegaskan sepanjang belum ada
keputusan fraksi, anggota F-PG
boleh bersikap kritis.

Sebelumnya dalam fit and proper
test di Komisi XI DPR diputuskan
bahwa Komisi XI mendukung

MI/ M IRFAN
WALK OUT: Anggota Fraksi PDIP berjalan meninggalkan ruang rapat

paripurna yang menetapkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bl di Gedung
Parlemen, Jakarta, kemarin.

Darmin, dengan catatan jika kelak
status Darmin menjadi terdakwa,
dia harus bersedia mundur dari
jabatannya untuk menjalani proses
hukum.

Wakil Ketua DPR yang juga
anggota F-PDIP, Pramono Anung,
menilai keputusan DPR menge-
nai Darmin cacat hukum karena
melakukan voting secara terbuka.
Padahal, Tata Tertib DPR mengatur
bahwa voting mengenai orang ha-
rus dilakukan tertutup. (AO/Mar/
Din/X-4)

Anggota DPR malah
Pojokkan Setjen

SEJUMLAH anggota DPR
mulai terganggu dengan
pemberitaan soal kemalasan
mereka mendatangi rapat
paripurna.

Alih-alih meminta maaf
dan bertekad memperbaiki
diri, mereka malah me-
nangkis ke sana kemari
dan memojokkan pers dan
Setjen DPR.

Wakil Ketua DPR Priyo
Budi Santoso (Fraksi Partai
Golkar), misalnya, meminta
media massa tidak lagi
mengusik presensi anggota
dewan terhormat tersebut.

“Mohon teman-teman
media agar jangan diuyah-
uyah dan digebyah-gebyah
(disamaratakan). Sebagian
besar teman izin karena
alasan yang bisa dipertang-
gungjawabkan,” kata Priyo
dalam rapat paripurna, ke-
marin.

Hujan interupsi mewarnai
awal-awal rapat paripurna
penetapan Gubernur Bank
Indonesia Darmin Nasution
tersebut. Sebagian besar
interupsi menyampaikan
ketidaksetujuannya atas
publikasi nama-nama ang-
gota dewan yang membolos
oleh Biro Persidangan Setjen
DPR.

“Mohon pimpinan me-
nyampaikan bahwa anggota
dewan yang tidak hadir itu
bukan karena tanpa izin,
tapi dia memang ada tugas
di luar,” kata Gandung Par-
diman, anggota DPR dari
F-PG.

Anggota Komisi I F-PG
Tantowi Yahya ikut me-
nimpali. Ia justru menuduh
Setjen DPR telah melaku-
kan pembunuhan karakter
dengan merilis nama-nama
anggota dewan yang sering
tidak hadir tanpa izin. la
meminta Setjen DPR me-
ralat informasi itu.

“Ada teman disebut mem-
bolos empat kali. Padahal,
dia dua kali izin dari fraksi
dan dua kali sakit,” sahut
Tantowi.

Priyo Budi akhirnya me-
nyatakan bahwa Setjen DPR
sudah mengonfirmasi rilis
daftar nama anggota dewan
yang dikategorikan pemalas
bukanlah dari mereka.

“Publikasi nama-nama
semestinya hanya lewat
pimpinan DPR atau Badan
Kehormatan dengan seizin
pimpinan dewan. Jadj, rilis
nama yang beredar bukan-
lah informasi resmi.” (Din/
Tup/X-7)

EDITORIAL

Jakarta kian
Menyandera

SEBAGAI sebuah kampung besar, Jakarta adalah ruang
yang semakin merampas dan menyandera. Menyan-
dera karena waktu yang harus dihabiskan di jalan un-
tuk menempuh jarak yang sama kini bertambah dua
kali lipat. Ibu kota Republik Indonesia itu merampas
hak publik untuk mendapatkan keamanan dan kenya-
manan, juga cita-cita kesejahteraan.

Kampung Jakarta menjadi kian sumpek tanpa mam-
pu diatasi penguasanya. Kemacetan semakin merajalela
dari waktu ke waktu, bahkan diprediksi bakal menca-
pai kelumpuhan transportasi pada 2015.

Kemacetan di Jakarta telah menjelma menjadi pe-
nyandera pemakai jalan raya. Pemborosan energi,
waktu, dan polusi membuat rakyat Ibu Kota dan seki-
tarnya terkurung dalam kehidupan jalanan.

Tidak mengherankan apabila ada yang memprediksi
‘biaya’ kemacetan Jakarta mencapai sekitar Rp48
triliun per tahun. Sebuah angka sangat dahsyat, yang

mestinya cukup

untuk memba-

ngun transportasi

massal.

Data yang di-

himpun Kemen- Jakartg memang

terian Perhu-
belum menemukan
ahlinya. Ketika seorang
gubernur mengklaim
diri sebagai ahli Jakarta,

ironisnya, Jakarta justru

bungan menun-
jukkan 63% dari
semakin menyandera.”

total penduduk
Jakarta mengha-
biskan 20%-30%
pendapatan ha-
nya untuk ber-
transportasi. Saat
ini kerugian eko-
nomi akibat in-
efisiensi sistem transportasi Jakarta mencapai Rp5,5
triliun per tahun dan akibat kualitas udara buruk
sebesar Rp2,8 triliun per tahun.

Saking buruknya udara Ibu Kota, Bank Dunia pada
tahun lalu menempatkan Jakarta menjadi salah satu
kota dengan kadar polutan tertinggi di dunia setelah
Beijing, New Delhi, dan Mexico City.

Kesumpekan Jakarta makin menjadi-jadi bila kita
kaitkan dengan terus bertambahnya penduduk di wi-
layah yang dulu bernama Sunda Kelapa itu. Pada 2010
ini penduduk DKI Jakarta diperkirakan mencapai 9,5
juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah sekitar 460 ribu
jiwa dalam lima tahun.

Jakarta juga merupakan kota dengan tingkat kepa-
datan penduduk tertinggi di dunia, yakni mencapai
12.992 jiwa per kilometer persegi. Angka itu menyalip
kepadatan penduduk di ibu kota Jepang, Tokyo, yang
mencapai 10 ribu orang per kilometer persegi.

Amat terang-benderang bahwa Jakarta sudah meng-
alami sakit kronis. Celakanya, pimpinan daerah Ibu
Kota tidak kunjung membereskan masalah. Mereka
lebih sibuk memproduksi wacana transportasi massal
seperti mass rapid transit (MRT), monorel, dan subway,
tapi tidak juga merealisasikan ide-ide tersebut.

Lebih celaka lagi, negara seolah melakukan pembiar-
an dengan melokalisasi masalah Jakarta sebagai urusan
daerah. Padahal, Jakarta adalah ibu kota negara.

Maka, ide memindahkan ibu kota negara kini mulai
menggema lagi. Ada yang menghidupkan kembali ide
Bung Karno agar ibu kota dipindah ke Palangkaraya,
Kalimantan Tengah. Ada pula yang menyebut Cibi-
nong, Jawa Barat, merupakan tempat yang tepat.

Semua itu merupakan bukti bahwa beban Jakarta
sudah teramat berat, tanpa ada yang membantu meng-
urainya. Jakarta seperti anak yang disia-siakan orang
tuanya.

Jakarta memang belum menemukan ahlinya. Ketika
seorang gubernur mengklaim diri sebagai ahli Jakarta,
ironisnya, Jakarta justru semakin menyandera.

Anda ingin menanggapi "Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com

PAUSE

Atasi Henti Jantung
tidak Perlu Napas Buatan

KETIKA menolong orang yang jan-
tungnya tiba-tiba berhenti, pem-
berian napas buatan tidak terlalu
penting, bahkan dapat membuat
pasien tidak selamat. Dua pene-
litian berbeda menyimpulkan,
untuk membantu mereka cukup
penekanan pada dada.
Sebelumnya, instruksi perto-
longan pertama pada henti jantung
adalah menekan dada diselingi napas buatan.

Saat ini, fokus pertolongan pertama lebih diarahkan
pada menekan dada sebanyak 100 kali dalam 1 menit
atau sama dengan beat lagu Bee Gees, Stayin” Alive.

“Tekanan di dada saja sudah cukup baik, cukup
berguna,” kata Dr Thomas Rea, peneliti sekaligus
Direktur King County Emergency Medical Services
di Washington kepada Reuters, kemarin.

Selain Rea, peneliti lain di Swedia menunjukkan hal
yang sama. Dua penelitian itu secara acak meneliti
3.000 penelepon line darurat.

Hasilnya, dengan tindakan menekan dada saja,
kemungkinan pasien selamat tanpa kerusakan otak
lebih tinggi daripada jika diselingi napas buatan.
(*/X-8)

PATA AREADI
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DPR Mulal Kehilangan Wibawa: .

DPR menuai badai
atas perilaku malas
dan tidak terpuji yang
terungkap kepada
publik.

Aryo Bhawono

EMALASAN dalam meng-

hadiri rapat-rapat di DPR dan

buruknya perilaku anggota

dewan ternyata berbuntut
pada hilangnya kredibilitas lembaga le-
gislatif itu.

Hal itu bisa dibuktikan dengan ‘bera-
ninya’ menteri-menteri atau pejabat nega-
ra setingkat menteri untuk mangkir hadir
di Gedung DPR ketika harus melaksana-
kan rapat kerja atau rapat dengar penda-
pat. Alhasil, beberapa rapat penting yang
sudah dijadwalkan oleh komisi-komisi
DPR terpaksa dibatalkan karena menteri
atau pejabat negara yang diundang tidak
hadir dengan berbagai dalih.

Contohnya adalah ketika Jaksa Agung
Hendarman Supandji mangkir hadir da-
lam rapat dengan Komisi Ill DPR yang
diagendakan untuk mengklarip kasi ka-
sus Sistem Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum) dan kasus lain yang
ditangani kejaksaan.

Alasannya pun sangat sederhana,
yaitu Jaksa Agung lebih mengutamakan
hadir dalam pelantikan pejabat eselon di
lingkungannya daripada harus meladeni
anggota DPR.

Rapat yang tidak jadi dilaksanakan itu
akhirnya diundur hingga masa sidang
yang baru mulai kembali pertengahan
Agustus 2010.

Merasa dinomorduakan, Wakil Ketua
Komisi Ill Tjatur Sapto Edy pun menye-
but Jaksa Agung tidak menghormati DPR
sebagai lembaga negara. “Saya melihat ini
ada kesengajaan. Ini termasuk pelecehan
terhadap Parlemen,” cetus Tjatur.

Tapi peringatan anggota DPR itu se-
perti dianggap angin lalu saja. Pasalnya,

kewibawaan DPR sebagai lembaga telah
tergerus akibat tingkah laku anggota
dewan di dalamnya.

Kemalasan anggota DPR terus saja
berlangsung walaupun kritik datang ber-
tubi-tubi. Contohnya adalah kehadiran
anggota dewan pada rapat paripurna
untuk menyetujui Rancangan Undang-
Undang (RUU) Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) menjadi RUU usu-
lan DPR, kemarin, di Gedung Parlemen.
Agenda persidangan ketiga kemarin itu
hanya dihadiri 182 anggota dewan.

Walaupun pada daftar kehadiran
tercatat 400 anggota dewan mengikuti
persidangan, tapi ternyata antusiasme
mereka hanya pada penetapan hasil
pemilihan Gubernur Bank Indonesia
Darmin Nasution. Berdasarkan pantauan
Media Indonesia, tercatat jumlah anggota
DPR yang mengikuti agenda pengesahan
Darmin sebagai Gubernur Bl mencapai
400 orang.

Ketidakhadiran Menteri

Hukum dan HAM dalam
rapat Tim Century, saya
curiga ada pembungkaman.”

Trimedya Panjaitan
Anggota Komisi Ill DPR

Sebelah mata

Koordinator Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia (Formappi) Sebas-
tian Salang menyatakan ketidakhadiran
pemerintah atas undangan DPR cukup
meresahkan. Pemerintah mulai meman-
dang sebelah mata DPR.

Dia mengingatkan DPR harusnya sa-
dar dengan sikap pemerintah itu. Karena

- DPR Ditinggalkan

~ Senin (26/7)

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus

By Husein tidak hadir dalam rapat dengan

59 Komisi Ill DPR.

48 Alasan yang diungkapkan Sekretariat

% Komisi Ill, PPATK tengah sibuk memper-
siapkan RUU Pengawasan dan

4 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
w1 Uang.

L Selasa (27/7)

" Kapolri Jenderal Bambang Hendarso
o Danuri tidak hadir dalam rapat dengan

Komisi Il

Alasan yang diungkapkan Sekretariat

Komisi Ill, Kapolri berada di Nusa

Tenggara Timur.

Rabu (28/7)

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
tidak hadir dalam rapat dengan Tim
Pengawas Century.

Alasan: Sibuk mempersiapkan koordinasi
dengan mantan Tim Bersama Penangan-
an Masalah Kasus Century.

Rabu (28/7)

Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak
hadir dalam rapat dengan Komisi Ill DPR.

| Alasan: Harus menghadiri pelantikan

/' pejabat internal di kejaksaan.

Sumber : DPR/ Foto : MI/ IRFAN/ Grafis : Prasajadi

ketidakhadiran pemerintah dilakukan di
tengah berbagai isu perilaku negatif DPR.
“DPR harus tanggap, apakah ini kare-
na tingkah polah mereka sendiri yang
menggerogoti kewibawaan,” jelasnya.
Dia khawatir, jika DPR tidak tang-
gap akan sikap pemerintah itu, fungsi

pengawasan DPR akan semakin lemah.

Menurutnya, DPR perlu melakukan
perbaikan diri dan melakukan tindakan
tegas terhadap sikap pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Tri-
medya Panjaitan pun merasa curiga
dengan ketidakhadiran Menteri Hukum
dan HAM Patrialias Akbar dalam rapat
dengan Tim Pengawas Century. “Con-
tohnya, ketidakhadiran Menteri Hukum
dan HAM dalam rapat Tim Century, saya
curiga ada pembungkaman. Makanya
kami akan segera berkoordinasi akan hal
ini,” tegas Trimedya. (S-5)

bhawono@mediaindonesia.com

SENJATA api atau pistol milik Wakil Ketua Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin, hilang di sebuah
rumah makan pada saat dirinya melakukan kunjungan kerja
ke Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu. “Kehilangan pistol itu
sudah dilaporkan,” kata Jasin, ketika dimintai kon Prmasinya
di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pistol itu hilang kare-
na kelalaian dirinya dan ajudannya. Sementara itu, Wakil
Ketua Bidang Pencegahan KPK Haryono Umar mengaku
menitipkan pistolnya di Kantor Sekretaris Jenderal KPK.
“Karena tidak terbiasa, saya titipkan di Kantor Sekjen. Saya
kan biasanya pegang pulpen.” (EP/P-4)

Kasus Gayus Seret 29 Nama

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) saat ini mengaku se-
dang menyelidiki 29 karyawan dan eks karyawannya terkait
kasus tersangka makelar pajak Gayus Tambunan. Dirjen Pajak
Kemenkeu Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan hal itu, di
Jakarta, kemarin. “Tapi dari mereka yang ditanya ada yang
tahu, ada yang tidak tahu,” ujarnya. Dia mengaku status
orang-orang terperiksa tersebut masih berupa saksi. Sumber
Media Indonesia mengungkapkan, ke-29 orang tersebut juga
berasal dari luar lingkungan Ditjen Pajak, tetapi masih inter-
nal Kemenkeu. Bahkan, beberapa juga sudah tidak berstatus
karyawan Kemenkeu. (Rrn/Rin/P-4)

Istri Din Syamsuddin Berpulang

ISTRI Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Fira Be-
ranata, berpulang ke rahmatullah karena sakit, dalam usia
43 tahun. Aktivis Maarif Institute, Abd Rohim Ghazali, yang
sedari siang mendampingi Din menuturkan Fira sempat
mengeluh sakit sedari siang. Din akhirnya menghubungi
beberapa rumah sakit dan dokter terdekat. Fira akhirnya
dilarikan ke JMC Medical Center, Jakarta. Namun Fira
menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 10.30 WIB.
“Benar-benar mendadak. Ibu Fira hanya mengeluh sakit dan
minta dipijit Pak Din,” papar Rohim. Meskipun tidak hadir
saat pemakaman, Presiden Rl menyatakan belasungkawanya.
(*/Rin/P-4)

Klan di Dunia Politik Memprihatinkan

PENGAMAT sosial dan politik Syahganda Nainggolan me-
ngaku prihatin dengan arah perpolitikan di Tanah Air yang
berkembang ke arah dinasti keluarga, khususnya di sejum-
lah daerah. “Contohnya dalam pemilihan kepala daerah,
ada ‘parade’ keluarga dalam pencalonan pilkada baik istri,
anak, menantu, atau kerabat dekat ikut menjadi pejabat
publik,” kata Syahganda Nainggolan seusai meluncurkan
pusat kajian kebijakan publik Sabang-Merauke Circle (SMC)
di Jakarta, kemarin. Menurutnya, hal itu merupakan wujud
feodalisme baru. “Sulit mengukur kemampuan politik me-
reka untuk memimpin masyarakat,” kata mantan Direktur
Eksekutif Cides itu. (Ant/P-4)

Ayam Jantan untuk Hadapi Rus
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PULUHAN mahasiswa yang
tergabung dalam Badan Ek-
sekutif Mahasiswa Republik
Indonesia (BEM RI) berunjuk
rasa di depan Kantor Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kuningan, Jakarta, Kamis
(29/7) siang.

Mereka mendesak KPK un-
tuk segera menangkap Guber-
nur Riau Rusli Zainal, terkait
dugaan tindak pidana pem-
balakan hutan yang merugi-
kan negara Rp1,3 triliun.

Dalam aksinya, mahasiswa
menyerahkan seekor ayam
jago kepada perwakilan pihak
KPK. “Sebagai simbol harapan
kami, agar KPK berani dan

tidak mudah disuap dalam
memberantas korupsi,” ucap
seorang mahasiswa.

Mereka mempertanyakan
mengapa kasus dugaan ko-
rupsi dan pembalakan hutan
yang diduga melibatkan Rusli
Zainal tidak kunjung tuntas.
Padahal, keterlibatan Rusli
sudah terungkap dalam per-
sidangan mantan Bupati Pela-
lawan Tengku Azmun Jaafar
dan beberapa mantan kepala
dinas setempat. “Rusli Zainal
sudah terbukti terlibat dalam
pemberian izin usaha peman-
faatan hasil hutan kayu hutan
tanaman,” kata koordinator
lapangan aksi demo, Lendi

Octa Priyadi.

BEM-UI menyatakan selain
Rusli,masih ada beberapa
pejabat lain yang harus ber-
tanggung jawab dalam ka-
sus pembalakan hutan, yakni
mantan Kepala Dinas Kehu-
tanan Burhanuddin Husain
(sekarang Bupati Kampar),
mantan Kadis Kehutanan Riau
Syuhada Tasman, serta para
kroni di lingkaran Rusli.

Selain itu, BEM-UI juga
mendesak Presiden segera
menonaktifkan jabatan Rusli
Zainal sebagai Gubernur Riau
dan menahan Burhanuddin
Husain dan Syuhada Tasman.
(EP/Ant/P-4)

Teknologi Terkini Mudahkan Reservasi Anda
Online Booking untuk Semua Destinasi Domestik dan Internasional

Satu lagi kemudahan dari Garuda Indonesia, Online Booking via internet
dengan sistem terkini yang digunakan oleh lebih dari 100 maskapai
terbaik di seluruh dunia. Dengan menggunakan kartu Visa atau
MasterCard, Anda dapat reservasi tiket ke semua tujuan domestik dan
internasional Garuda Indonesia. Untuk melihat penawaran istimewa
kami, klik www.garuda-indonesia.com. >>
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